
BUPATI BARITO UTARA 

PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR : 4~ TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN J ANGKA 
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

Menimbang a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 114 Tahun 2014 
tentang Pedornan Pernbangunan Desa dipandang perlu 
rnenetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang 
teknis Penyusunan Rancangan Pernbangunan Jangka 
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pernerintah Desa; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4287); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenta.ng Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta.ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tenta.ng Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tenta.ng Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 2094); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2) 
sebagaimana telah beberapa kali cliubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito 
Utara Nomor 4). 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Ka bupaten 

Barito Utara. 
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Barito Utara. 

6. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

8 . Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat 
desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya 
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Sadan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. 

11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 
masyarakat Desa, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
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14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses 
tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa 
dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa 
dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa. 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, 
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta 
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang 
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 
masyarakat Desa. 

16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan 
pengumpulan data mengenai keadaan obyektif 
masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai infonnasi 
terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap 
kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 

17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai 
potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya 
manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana 
fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 

18. Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 
disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan 
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun. 

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya 
disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa 
untuk jangka waktu I (satu) tahun. 

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa 
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 
1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa 
kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme 
perencanaan pembangunan Daerah. 

21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang 
selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan 
bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan 
dan belanja Daerah dan digun.akan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

24. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD 
adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

25. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam 
memberdayakan masyarakat. 
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BAB II 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 2 

(1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan 
berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah. 

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat 
gotong royong. 

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh 
Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan 
oleh perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan 
Desa. 

(5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat 
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan/atau pihak 
ketiga. 

(6) Camat melakukan koordinasi pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya. 

Pasal 3 

Pembangunan Desa mencakup bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

Pasal 4 

( 1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara 
berjangka meliputi: 
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; 

dan 
b. RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa 

untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 

(2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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I Pasal 5 

(1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa oleh 
Pemerintah Desa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 4, 
dila.ksana.kan dengan tahapan sebagai berikut: 
a. penyusunan RPJM Desa; dan 
b . penyusunan RKP Desa. 

(2) RPJM Desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) huruf 
a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak. pelantikan kepala Desa. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada 
bulan Juli tahun berjalan. 

Bagian Kedua 
Penyusunan RPJM Desa 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 6 

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala 
Desa, arah kebijak.an Pembangunan Desa, serta rencana 
kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelak.sanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyara.katan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyara.kat Desa. 

(2) Bidang-bidang sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

(1) Kepala Desa menyelenggara.kan penyusunan RPJM Desa 
dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. 

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimak.sud pada 
ayat (1) dila.ksana.kan dengan mempertimbangkan 
kondisi objektif Desa dan prioritas program dan 
kegiatan Daerah. 

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1), dila.kukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 
b. penyelarasan arah kebija.kan perencanaan 

pembangunan Daerah; 
c. pengkajian Keadaan Desa; 
d. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Desa; 
e. penyusunan rancangan RPJM Desa; 
f. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan 
g. penetapan RPJM Desa. 
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Paragraf2 
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Pasal 8 

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku 

sekretaris; dan 
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga 

pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) 
orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan keputusan kepala Desa. 

Pasal 9 

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah; 
b. Pengkajian Keadaan Desa; 
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 
d. penyempumaan rancangan RPJM Desa. 

Paragraf 3 
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Pasal 10 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melalrukan penyelarasan 
arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a. 

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasi.kan 
program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan 
Pembangunan Desa. 

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi 
dan/atau mendapatkan infonnasi tentang arah 
kebijakan pembangunan Daerah. 

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang
kurangnya meliputi: 
a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; 
b. rencana strategis perangkat Daerah; 
c. rencana umum tata ruang wilayah Daerah; 
d. rencana rinci/detail tata ruang Daerah; dan 
e. rencana pembangunan kawasan perdesaan. 
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Pasal 11 

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah 
rencana program dan kegiatan Pembangunan Daerah 
yang akan masuk ke Dess. 

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikelompok.kan menjadi bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan 
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana 
program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk 
ke Desa. 

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil 
Pengkajian Keadaan Desa. 

Paragraf 4 
Pengkajian Keadaan Desa 

Pasal 12 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan Pengkajian 
Keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
hurufb. 

(2) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi 
objektif Desa. 

(3) Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut: 
a. penyelarasan Data Desa; 
b. penggalian gagasan masyarakat; dan 
c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan 

Desa. 

(4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan 
masukan dalam Musyawarah Desa dalam rangka 
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. 

Pasal 13 

(1) Penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan: 
a. pengambilan data dari dokwnen Data Desa; dan 
b. pembandingan Data Desa dengan kondisi Desa 

terkini. 
(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial 
budaya yang ada di Desa. 
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(3) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Desa. 

(4) Format Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan 
Desa. 

(5) Hasil penyelarasan Data Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam 
Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan 
Perencanaan Pembangunan Desa. 

Pasal 14 

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk 
menemukan dan mengenali potensi dan peluang 
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang 
dihadapi Desa. 

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam 
merumuskan usulan rencana kegiatan. 

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

Pasal 15 

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 
seluruh unsur masyarakat Desa scbagai sumber data 
dan informasi. 

(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah 
dusun dan/ atau musyawarah khusus unsur 
masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dapat meliputi: 
a . tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. kelompok tani; 
f. kelompok pengrajin; 
g. kelompok perempuan; 
h. kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan 
i. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan 

kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan 
terhadap musyawarah dusun dan/ a tau musyawarah 
khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2). 
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Pasal 16 

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara 
terarah. 

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan 
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali 
gagasan masyarakat. 

(3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian 
gagasan. 

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam 
penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat 
kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
masyarakat Desa. 

Pasal 17 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi 
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa 
berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16. 

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan. 

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil 
Pengkajian Keadaan Desa. 

Pasal 18 

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil 
Pengkajian Keadaan Desa. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilampiri dokumen: 
a. data desa yang sudah diselaraskan; 
b. data rencana program pembangunan Daerah yang 

akan masuk ke desa; 
c. data rencana program pembangunan kawasan 

perdesaan; dan 
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan 

Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat. 

Pasal 19 

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala 
desa hasil pengkajian keadaan desa. 
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(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada BPD 
setelah menerima laporan sebagaimana dima.ksud pada 
ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana 
pembangunan desa melalui musyawarah desa. 

Paragraf 5 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa 

Melalui musyawarah Desa 

Pasal 20 

(1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan 
laporan hasil pengkajian keadaan desa. 

(2) Musyawarah desa sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari 
kepala Desa. 

Pasal 21 

(1) Musyawarah desa sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 
20, membahas dan menyepa.kati sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan desa; 
b. rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang 

dijabarkan dari visi dan misi kepala desa; dan 
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan 
diskusi kelompok secara terarah yang dibagi 
berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 
desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(3) Diskusi kelompok sccara terarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut: 
a. laporan hasil pengkajian keadaan desa; 
b. prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 

6 (enam) tahun; 
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan 

desa;dan 
d. rencana pelaksana kegiatan desa yang akan 

dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur 
masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau 
kerjasama desa dengan pihak ketiga. 

(4) Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa, dituangkan 
dalam berita acara. 

Pasal 22 

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun 
RPJM Desa. 
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Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RPJM Desa 

Pasal 23 

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun ro.ncangan RPJM 
Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM 
Desa. 

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara 
tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang 
dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada 
Kepala Desa. 

Pasal 24 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM 
Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23. 

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan 
berdasarkan arahan Kepala Desa dalam hal Kepala Desa 
belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh 
Kepala Desa, dilaksanakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa. 

Paragraf 7 
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 

Pasal 25 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk 
membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan 
unsur masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agama; 
c. tokoh masyarakat; 
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d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwak:ilan kelompok pengrajin; 
g. perwak:ilan kelompok perempuan; 
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan 

anak;dan 
i. perwak:ilan kelompok-kelompok masyarakat lain 

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat 
Desa. 

Pasal 26 

(1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan 
menyepakati rancangan RPJM Desa. 

(2) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dituangkan dalam berita acara. 

Paragraf8 
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa 

Pasal 27 

(1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen Rancangan RPJM Desa 
berdasarkan basil kesepakatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26. 

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa. 

(3) Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) . 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan 
disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa. 

Pasal 28 

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 

krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau 
pemerintah daerah. 

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya 
ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
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Bagian Ketiga 
Penyusunan RKP Desa 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal29 

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai 
penjabaran RPJM Desa. 

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Dcsa sesuai dengan 
informasi dari pemerintah daerah berkaita.n dengan 
pagu indikatif desa dan rencana kegiata.n Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. 

(3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada 
bulan Juli tahun berjalan. 

(4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling 
lambat akhir bulan september tahun berjalan. 

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. 

Pasal 30 

( 1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan 
mengikutsertakan masyarakat desa. 

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dengan kegiata.n yang meliputi: 
a. penyusunan perencanaan pembangunan desa 

melalui musyawarah desa; 
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa; 
c. pencermata.n pagu indikatif desa dan penyelarasan 

program/ kegiata.n masuk ke desa; 
d. pencermata.n ulang dokumen RPJM Desa; 
e. penyusunan rancangan RKP Desa; 
f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah 

perencanaan pembangunan desa; 
g. penetapan RKP Desa; 
h. perubahan RKP Desa; dan 
i. pengajuan daftar usulan RKP Desa. 

Paragraf2 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 

Melalui Musyawarah Desa 

Pasal 31 

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam 
rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa. 

(2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa 
menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP 
Desa. 
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(3) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun 
berjalan. 

Pasal 32 

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 
31 melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa; 
b. menyepakati basil pencermatan ulang dokumen 

RPJM Desa; dan 
c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis 

kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. 

(2) Tim verifi.kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c dapat berasaJ dari warga masyarakat Desa 
dan/ atau perangkat Daerah. 

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam berita acara. 

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjadi pedoman Kepala Desa dalam menyusun RKP 
Desa. 

Paragraf 3 
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 

Pasal33 

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. 

(2) Tim sebagaimana climaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. kepala Desa selaku pembina; 
b. sekretaris Desa selaku ketua; 
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai 

sekretaris; dan 
d. anggota yang meliputi perangkat Desa, lembaga 

pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat. 

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang. 

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan. 

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan 
paling lambat bulan Juni tahun berjalan. 

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa. 
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Pasa134 

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan 

program/kegiatan masuk ke Desa; 
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; 
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan 
d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa. 

Paragraf 4 
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan 

Program/Kegiatan Masuk ke Desa 

Pasal 35 

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari 
Daerah tentang: 
a . pagu indikatif Desa; dan 
b. rencana program/ kegiatan Pemerintah, pemerintah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 
Desa. 

(2) Data dan infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diterima kepala Desa dari Daerah paling lambat 
bulan Juli setiap tahun berjalan. 

Pasal 36 

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu 
indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 
yang meliputi: 
a . rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. rencana ADD yang mcrupakan bagian dari dana 

perimbangan yang diterima Daerah; 
c. rencana bagian dari basil pajak Daerah dan retribusi 

Daerah; dan 
d . rencana bantuan keuangan dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan 
anggaran pendapatan belanja Daerah. 

(2) Tim penyusun RKP Dcsa melakukan penyelarasan 
rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi: 
a. rencana kerja Pemerintah Daerah; 
b . rencana program dan kegiatan pemcrintah, 

pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; dan 
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD. 

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Dcsa. 

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan kc dalam format kegiatan pembangunan 
yang masuk ke Desa. 
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(5) Berdasarkan hasil pencennatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa 
menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa 
yang dituangkan dalarn rancangan RKP Desa. 

Pasal 37 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan 
kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan 
perencanaan pembangunan sebagai darnpak 
keterlambatan penyampaian informasi. 

(2) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APB Desa 
ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan. 

Paragraf 5 
Pencermatan Ulang RPJM Desa 

Pasal 38 

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas 
usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 
(satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana 
tercantum dalam dokumen RPJM Desa. 

(2) Hasil pencermatan sebagai.mana dimaksud pada ayat 
(1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam 
menyusun rancangan RKP Desa. 

Paragraf6 
Penyusunan Rancangan RKP Desa 

Pasal 39 

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada: 
a. hasil kesepakatan Musyawarah Desa; 
b. pagu indikatif Desa; 
c. pendapatan asli Desa; 
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah 

Provinsi, dan Pemerinta.h Daerah; 
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD; 
f. basil pencennatan ulang dokumen RPJM Desa; 
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan 
b. basil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga. 

Pasal 40 

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan 
pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan. 

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sekurang-kurangnya meliputi: 
a. ketua; 
b. sekretaris; 
c. bendahara; dan 
d. anggota pelaksana. 
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(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), mengikutsertakan perempuan. 

Pasal 41 

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian: 
a. evaluasi pelaksanaan R.KP Desa tahun sebelumnya; 
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 

dikelola oleh Desa; 
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 

dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak 
ketiga; 

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan 
dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah; dan 

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur 
perangkat Desa dan/ atau unsur masyarakat Desa. 

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan 
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk 
dimasukkan ke dalam rancangan R.KP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari 
warga masyarakat Desa, perangkat Daerah yang 
membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau 
tenaga pendamping profesional. 

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa. 

Pasal 42 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 41 dilampiri rencana kegiatan dan rencana 
anggaran biaya. 

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama 
antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala 
Desa yang melakukan kerja sama antar Desa. 

(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh 
tim verifikasi. 

Pasal 43 

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program 
dan kegiatan Pembangunan Desa dan pembangunan 
kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah. 

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas 
program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1). 
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(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan 
Daftar U su1an RKP Desa. 

(4) Rancangan Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara 
laporan tim penyusun rancangan RKP Desa. 

Pasal 44 

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang 
basil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri 
dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan Daftar 
Usu1an RKP Desa. 

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada 
kepala Desa. 

Pasal 45 

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa 
sebagaimana di.maksud dalam Pasal 44. 

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa 
untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal kepala Desa tclah menyetujui rancangan RKP 
Dcsa scbagaimana dimaksud pada ayat (1), kcpala Desa 
menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Dcsa. 

Paragraf7 
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Desa 

Pasal 46 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Percncanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk 
membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. 

(2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh 
Pcmerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. 

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. tokoh adat; 
b. tokoh agarna; 
c. tokoh masyarakat; 
d. tokoh pendidikan; 
e. perwakilan kelompok tani; 
f. perwakilan kelompok pengrajin; 
g. perwakilan kelompok perempuan; 
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h. perwakilan kelompok pemerhati dan pclindungan 
anak;dan 

i. perwakilan kelompok masyarakat miskin. 

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 
dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat. 

Pasal 47 

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pclaksanaan pcmbangunan, 
pcmbinaan kemasyaraka.tan, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai: 
a. pagu indi.katif Desa; 
b. pendapatan asli Desa; 
c. swadaya masyarakat Desa; 
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 
e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, 

dan/atau Pemerintah Daerah. 

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian 
terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa; 
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 

dasar; 
c. pembangunan dan pemeliharaan tersedia; 
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala 

produktif; 
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; 
f. pendayagunaan sumber daya alam; 
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; 
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman 

masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan 
masyarakat Desa; dan 

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan Desa. 

Pasal 48 

(1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 7, dituangkan dalam berita acara. 

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
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(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2) menjadi lampiran rancangan Peraturan Dcsa tcntang 
RKPDesa. 

(4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa 
tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3). 

(5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) clibahas dan 
disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Dcsa tentang RKP Desa. 

Paragraf 8 
Penetapan dan Perubahan RKP Desa 

Pasal 49 

(1) Kepala Desa mcngarahkan tim penyusunan RKP Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa scbagaimana 
dimaksud dalam pasal 48. 

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang 
RKPDesa. 

(3) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa 
tentang RKP Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2). 

(4) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan 
disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk 
ditctapkan menjacli Peraturan Desa tentang RKP Desa. 

Pasal 50 

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal: 
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, 

krisis politik, krisis ekonomi, dan/ atau kerusuhan 
sosial yang berkepanjangan; atau 

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan 
Pemerintah, pemerintah Provinsi, dan/atau 
Pemerintah Daerah. 

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan 
terjadi peristiwa khusus sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut: 
a. berkoordinasi dcngan Pemerintah Daerah yang 

mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian 
khusus; 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP 
Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa 
khusus; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang clisertai rencana 
kegiatan dan RAB; dan 
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d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan 
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa 
melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas 

kebijakan Pemerintah, pemerintah Provinsi, 
dan/atau Pemerintah Daerah; 

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP 
Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan 
mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah 
provinsi, dan/ atau Pemerintah Daerah; 

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan rancangan anggaran biaya; dan 

d . menyusun rancangan RKP Desa perubahan. 

Pasal 51 

(1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara 
khusus untuk kepentingan pembahasan dan 
penyepakatan perubahan RKP Desa. 

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus 
dan/ atau terjadinya perubahan mendasar. 

(3) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
sebagai dasar penyusunan perubahan APB Dcsa. 

Paragraf9 
Pengajuan Daftar U sulan RKP Desa 

Pasal 52 

(1) Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa 
kepada Bupati melalui Camat. 

(2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember 
tahun berjalan. 

(3) Daftar Usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam 
musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan 
dan Daerah. 

(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa 
tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Desa. 

(5) lnformasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh 
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Pemerintah Desa setelah cliselenggarakannya 
musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan 
pada tahun anggaran berikutnya. 

(6) lnfonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) cliterima 
Pemerintah Desa paling lambat bulan Juli tahun 
anggaran berikutnya. 

Pasal 53 

(1) Tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Desa 
sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang 
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Tahapan dan tata cara penyusunan RKP Desa 
sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang 
merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari 
peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 54 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Desa yang 
sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan 
sampai dengan berakhir masa berlakunya. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Desa 
yang sudah ada dan sedang berjalan tetap clilaksanakan 
sarnpai dengan tahun 2017, dan untuk selanjutnya 
disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini. 
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BAB VIII 
K.ETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal55 

Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta pelaksa.naan 
pembangunan desa lebih lanjut diatur dengan Peraturan 
Desa. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 56 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati llll dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Barito Utara. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal -4 Januari 2016 

BUPATI BARITO UTARA, 

!::AH 
Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 4 Januari 2016 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BARITO UTARA, 

~ -----JAINAL ABIDllf 

, EICOA 

f A '~ 1°E!'1 
11-'U, CRIMAA;.,1 

I
I :~.:\SA(i HtllWt• -

~~B~b l 
0 frJ C;, 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHU 
' • • . • l I 
@{~JggJ~QlrM.,__, 

r' AS 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

FAKH ~aFAUZI 

NIP. 1971011
1

199803 1 004 

· ,JABATAN 

SLIW.\ KA.lJ. J ,,\RUT - ·-' 
j ASSISTEN 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LAMPIRAN I: 
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 
NOMOR l\S TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 
REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA 
MENENGAH OESA DAN RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DESA 

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DESA 

Tahapan/Kegiatan 

Pembentu.kan Tim 
Penyusun RPJM 
Desa 

Hasil/Keluaran 

Terbentuknya Tim 
Penyusun RPJM Desa 
yang beranggotakan 
7-11 orang. 

Penyelarasan arah Data dan Analisis : 

Keterangan 

Di bentu.k oleh 
Kepala Desa 
dengan SK Kepala 
Desa 

kebijkan • RPJMD kabupaten Dilakukan oleh 
perencanaan • Rencana strategis Tim Penyusun 
pembangunan Satuan Kerja Perangkat RPJM Desa 
kabupaten Daerah (SKPD). 

Pengkajian 
keadaan desa 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah desa 
(analisa data dan 
pelaporan data 
desa yang sudah 
diselaraskan) 

• Rencana umum tata 
ruang wilayah 
kabupaten 

• Rencana rinci tata ruang 
wilayah kabupaten 

• Rencana pembangunan 
kawasan pedesaan 

• Penyelarasan data desa 
(data sekunder) 

gagasan 
untuk 

dan 

• Penggalian 
masyarakat, 
melihat potensi 
masalah 

• Penyusunan laporan 
hasil pengkajian 
keadaan desa 

• Data rencana program 
pembagunan kabupaten 
yang akan masuk ke 
desa 

• Data rencana program 
pembangunan kawasan 
pedesaan 

• Rekapitulasi usulan 
rencana kegiatan 
pembangunan desa dari 
dusun dan/ atau 
kelompok masyarakat. 

Tim penyusunan 
RPJM Desa 

Tim penyusunan 
RPJM Desa 
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5 . 

6. 

7. 

8. 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah desa. 

Berita acara penyusunan • BPD 
Rancangan RPJM Desa • Tim 
yang dilampiri : Penyusunan 
• Laporan hasil RPJM Desa 

pengkajian keadaan • Masyarakat 
desa desa 

• Rumusan arah 
kebijakan 
pembangunan desa 
yang dijabarkan dari 
visi dan misi Kepala 
Desa 

• Rencana prioritas 
kegiatan 
penyelenggaraan 
pemerin tahan desa, 
pembinaan 
kemasyarakatan desa 
dan pemberdayaan 
masyarakat desa. 

Penyusunan Penyusunan Rancangan Tim Penyusunan 
Rancanagan RPJM RPJM Desa yang RPJM Desa 
Desa mendapatkan persetujuan 

Kepala Desa 

Penyusunan 
rencana 
pembangunan desa 
melalui 
musyawarah 
perencanaan 
pembangunan 
desa. 

Rancangan RPJM Desa 
dibahas musyawarah desa 
dan disepakati oleh 
peserta musyawarah desa 
untuk ditetapkan sebagai 
RPJM Desa. 

• BPD 
• Tim Penyusunan 

RPJM Desa 
• Masyarakat desa 

Penetapan 
perubahan 
Desa 

dan Rancangan peraturan • Kades 
RPJM desa ten tang RPJM Desa • BPD 

dibahas dan disepakati 
bersama oleh Kepala Desa 
dan BPD untuk ditetapkan 
sebagai RPJM Desa. 

.J.ABATAN PARA. BAGIAN HH'(P I ,, 

SEKD\KAD.B\RUT SEKOA f -B':zE;TOUTARA, 
ASS!STl:-:N ~'>It.TEN 

Fl E.'.' t".R If, 't AHAN 
K\ll,\N P~10 1 IIADALSYAH K\1,.IIAHU'f 

. - .. .. -. ) 

1 LNGETIK 

\'2-Ai'HO JVIII\IJ7i,¼ 
.... -- .) 

::.f.TII( 
... );.. __ _. 
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No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

LAMPIRAN Il: 
PERATURAN BUPATI BARJTO UTARA 
NO MOR 4; TAHUN 2016 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 
REN CANA PEMBANGUNAN JANG KA 
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA 
PEMERJNTAH DESA 

TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKP DESA 

Tahapan/Kegiatan Hasil/ Keluaran Keterangan 

Pembentukan Tim Terbentulmya Tim Di bentuk oleh 
Penyusun RKP Penyusun RKP Desa. Kepala Desa 
Desa dengan SK Kepala 

Desa. 

Penyusunan • Mencennati ulang Tim Penyusunan 
Perencanaan Dokomen RPJM Desa, RKP Desa. 
Pembagunan Desa skala prioritas usulan 

rencana kegiatan yang 
tercantu.m dalam RPJM 
Desa 

• Menyepakati basil 
pencermatan ulang 
Dokumen RPJM Desa 

• Hasil penceramatan 
ulang menjadi dasar 
bagi Tim penyusun RKP 
Desa dalam menyusun 
Rancangan RKP Desa 

Pencennatan pagu • Rencana Dana Desa. Tim penyusunan 
indikatif Desa (DD) RKP Desa. 

• Rencana Alokasi Dana 
Desa (ADD) 

• Rencana bagian dari 
basil pajak daerah dan 
Retribusi Daerah 
Kabupaten 

• Rencana Bantuan 
Keuangan APBD 
Provinsi dan Kabupaten 

Penyelarasa.n • Rencana kerja Tim penyusunan 
Rencana / Program pemerintah Kabupaten RKP Desa 
Kegiatan yang • Rencana Program dan 
masuk ke Desa Kegiatan Pemerintah, 

Provinsi dan Kabupaten 
• Hasil penjaringan 

aspirasi masyarakat 
oleb DPRD Kabupaten 
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5. Penyusunan 
Rancangan 
Desa 

RKP 
Rancangan RKP Desa Tim Penyusun 
paling sedikit memuat RKP Desa 
uraian sbb: 
Bab I Pendahuluan 
• Latar Belakang 
• Dasar Hukurn 
• Tujuan dan Manfaat 
• Proses Penyusunan 
• Sistematika 

Bab 11 Gambaran Umum 
Pemerintahan Desa 

• Visi-Misi Kepala Desa 
• Data Kemiskinan dan 

Profil Desa 
• Kebijakan Pendapatan 

Desa 
• Kebijakan Belanja Desa 
• Kebijakan Pembiayaan 

Desa 
IBab III Rumusan Prioritas 

Masalah 
• Evaluasi pelaksanaan 

RKP Desa tahun 
sebelumnya. 

• Identifikasi 
berdasarkan 
Desa 

• Identifikasi 

masalah 
RPJM 

berdasarkan analisa 
keadaan Darurat 
(bencana alam,krisis 
politik,krisis ekonomi 
yang berkepanjangan) 

• ldentifikasi masalah 
berdasarkan prioritas 
kebijakan 
pembangunan Daerah 

Bab IV Arah kebijakan 
Pembangunan Desa 

• Prioritas Program, 
kegiatan dan anggaran 
berskala desa. 

• Rencana Program, 
Kegiatan dan anggaran 
desa yang dikelola oleh 
desa sebagai 
kewenangan penugasan 
dari 
pemerintah,pemerintah 
daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah. 

• Pagu indikatif Program 
dan Kegiatan masing 
bidang/ sektor. 

• Penutup 
• Serita Acara tentang 

hasil nenvusunan 
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6. 

6. 

7. 

RKP Desa melalui 
musyawarah 
Perencanaan 
Pembagunan Desa .. 

Rancangan RKP Desa 
dilampiri dokumen 
rancanagan Daftar 
Usulan RKP Desa di 
sampaikan oleh Tim 
Penyusun RKP Desa 
kepada Kepala Desa. 

Rancangan RKP Desa 
dibahas dalam 
musyawarah desa dan 
disepakati oleh peserta 
musyawarah desa untuk 
ditetapkan sebagai RKP 
Desa. (dibuat Berita 
Acara) 

• Kepala Desa 
• BPD 
• Unsur 

Masyarakat 

Penetapan 
Desa 

RKP Kepala Desa menyusun • Kepala Desa 
Rancangan Peraturan • BPD 
Desa tentang RKP Desa 
dibahas dan disepakati 
bersama oleh Kepala Desa 
dan BPD untuk ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa 
tentang RKP Desa 

Tim Penyusunan 
RKP Desa 

Pengajuan Daftar • 
Usulan RKP Desa 
(DU-RKP Desa) ke 
Musrenbang 
Kecamatan. 

Rekap daftar usulan 
hasil musyawarah Desa 
yang di serahkan 
kepada Bupati melalui 
Camat untuk di BAGIAN HUr ~ 

I .J •• \ ~ ·.; 

I SI DAKAB. BAJU!T 

ASSISTEN 

I '-AIAN , ~10 
, i,;,,n. a.uurr 

Sl,UETARIS/ 
kA a 1t1 

usulkan dalam 
musrenbang Tingkat 
kecamatan. 

• Daftar Usulan RKP 
Desa tersebut menjadi 
materi pembahasan di 
dalam Musyawarah 
Perencanaan 
pembangunan 
kecamatan dan 
Kabupaten. 
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